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A. Latar Belakang

Perilaku pekebun merupakan respons yang ditunjukkan oleh para pelaku
usaha perkebunan, khususnya pekebun kelapa sawit, terhadap berbagai rangsangan
dari lingkungan luar seperti kebijakan pemerintah, harga pasar, kondisi lahan, dan

perubahan iklim. Respons ini dapat berupa keputusan dalam memilih metode
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lebih sadar dan berusaha menerapke aktik ramah lingkungan, misalnya
membuka lahan tanpa membakar dan menggunakan bibit yang bersertifikat (Nashr
etal., 2021). Namun, bagi pekebun yang kurang memiliki akses terhadap informasi
dan pendampingan, praktik yang dilakukan sering kali masih bersifat konvensional
dan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti penggunaan pupuk dan
pestisida secara berlebihan (Suardi et al., 2022). Oleh karena itu, perubahan
perilaku pekebun menjadi kunci penting dalam upaya memperkuat pelaksanaan

kebijakan keberlanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit (Siahaan et al., 2023).



Perilaku pekebun di Indonesia mengenai tata kelola perkebunan kelapa sawit
menunjukkan pola adaptasi yang dinamis. Masyarakat cenderung mengikuti tren
ekspansi lahan, baik secara legal maupun ilegal, untuk meningkatkan pendapatan
ekonomi mereka. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan seperti
ketimpangan penguasaan lahan, konflik sosial, serta dampak lingkungan yang
signifikan. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur tata kelola perkebunan
kelapa sawit melalui kebijakan seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Qil
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hanya menjadi instrumen utama dalam ‘menghasilkan pendapatan daerah, tetapi
juga berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja massal yang menjadi tumpuan hidup
bagi sebagian besar masyarakat di daerah tersebut. Petani di daerah ini mengelola
perkebunan dengan cara tradisional dan modern. Banyak yang masih menggunakan
metode lama seperti pembakaran lahan, yang dapat merusak lingkungan. Sebagian
petani bekerja sama dengan perusahaan besar melalui sistem kemitraan plasma-inti,
di mana mereka mendapat bantuan sarana produksi, pelatihan, dan akses pasar.



Namun, masih ada kendala dalam menerapkan praktik perkebunan yang ramah
lingkungan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Menyikapi kondisi
tersebut, penguatan sinergi kolektif yang melibatkan otoritas pemerintah, sektor
swasta, serta elemen masyarakat menjadi prasyarat mutlak dalam mengupayakan
tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih komprehensif. Langkah kolaboratif
ini krusial untuk memastikan bahwa praktik agribisnis di Kabupaten Dharmasraya
tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun juga selaras dengan prinsip-
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konservasi tanah dan air menjadi pendekatan penting dalam menjaga keseimbangan
lingkungan. Selain itu, peran aktif masyarakat lokal dalam mengadopsi praktik
ramah lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola
perkebunan kelapa sawit yang tidak merusak daya dukung ekologis wilayah.
Sistem tata kelola industri sawit di Indonesia diatur secara hierarkis melalui
instrumen hukum dari tingkat pusat hingga ke ranah regional. Di level nasional, UU
No. 39 Tahun 2014 menjadi acuan utama yang diperkuat oleh berbagai regulasi



turunan berupa Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Kebijakan tersebut
mencakup standardisasi perizinan, prosedur pemanfaatan lahan, kewajiban mitigasi
dampak lingkungan, serta kewajiban sertifikasi keberlanjutan melalui mekanisme
ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Selain kerangka regulasi tersebut,
Pemerintah mendirikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) sebagai instrumen pendanaan strategis dalam memperkuat sektor ini.
Lembaga ini memiliki peran sentral dalam mengelola sumber daya finansial guna
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dengan biaya sertifikasi yang tinggi dan beban administratif yang berat, sehingga
mereka tidak dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada. Implementasi kebijakan
ini juga menghadapi hambatan di daerah dengan pengawasan yang lemah, yang
mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat
kapasitas pengawasan dan memberikan dukungan lebih besar kepada petani kecil
untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Tantangan utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk



di Sumatera Barat dan Dharmasraya, meliputi penerapan praktik keberlanjutan,
pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi
perubahan regulasi dan tuntutan pasar global. Oleh karena itu, diperlukan upaya
kolaboratif dari berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi dan
keberlanjutan sektor ini.

Sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara, struktur
ekonomi Indonesia ditopang oleh diversifikasi sektor yang meliputi pertanian,
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Wilayah Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatra Barat memiliki
prospek yang sangat luas dalam bidang perkebunan dengan komoditas kelapa sawit
sebagai sektor unggulan. Ekspansi perkebunan di daerah tersebut telah
menunjukkan progres yang signifikan sehingga saat ini memegang peranan sebagai
tulang punggung ekonomi bagi penduduk lokal. Meskipun memberikan kontribusi
positif terhadap kemakmuran daerah, dinamika industri ini juga memunculkan

sejumlah hambatan operasional seperti keterbatasan akses infrastruktur,



ketidakpastian harga komoditas di pasar, serta permasalahan ekologis yang
menuntut pola pengelolaan yang lebih bertanggung jawab. Guna merespons kondisi
tersebut, pemerintah setempat secara konsisten melakukan intervensi melalui
kebijakan penguatan produktivitas dan standarisasi mutu hasil panen. Langkah ini
diimplementasikan melalui skema pendampingan intensif serta program
penyuluhan yang ditujukan kepada para pekebun dalam mengoptimalkan tata kelola
lahan mereka.
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Tabel 1. Luas lahan dan produksi tanaman kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya.

No Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024

1  Luas (Ha) 32.569 32.744 32.947 33.838 34.738

2  Produksi (Ton) 104.993 92.103 103.637 120.591 127.906
BPS Dharmasraya, (2025)




Ekspor CPO dari Sumatra Barat didominasi oleh negara tujuan seperti India,
Bangladesh, dan Pakistan. Pada November 2023, volume ekspor minyak kelapa
sawit dari Sumatra Barat mencapai sekitar 1,029 juta ton dengan nilai Rp4,87 triliun
(ANTARA Sumatera Barat, 2023). Mengingat besarnya potensi yang dimiliki,
implementasi strategi komprehensif menjadi krusial untuk menjamin bahwa
industri kelapa sawit mampu bertumbuh secara seimbang pada dimensi ekonomi,
sosial, dan ekologi. Atas dasar tersebut, identifikasi serta pemahaman mendalam
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Menganalisis pengetafitta pekebun terhadap ekologi
perkebunan kelapa sawit di kabupaten Dharmasraya.

3. Menganalisis perilaku pekebun dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit
yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya, dan memahami pola

interaksi, tantangan, serta praktik yang diterapkan dalam pengelolaan

perkebunan.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan
kajian ilmiah di bidang sosial ekonomi pertanian, khususnya mengenai perilaku
pekebun dalam menerapkan tata kelola perkebunan Kkelapa sawit yang
berkelanjutan. Temuan mengenai pengetahuan pekebun terhadap standar

Indonesian Sustainable Palm asl.perilaku dalam pengelolaan
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daerah juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam
perencanaan kebijakan pengelolaan sumber daya perkebunan yang berkelanjutan

dan berkeadilan.

c. Bagi Masyarakat dan Lingkungan
Dengan tata kelola lahan yang lebih efektif, masyarakat bisa memperoleh
keuntungan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, misalnya

lewat penerapan praktik ramah lingkungan pada perkebunan rakyat.



